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ABSTRAK 
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Partisipasi masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya untuk 

melaksanakan pemerintahan yang demokratis. Peran serta masyarakat akan lebih 

meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan dan mendorong para pembentuk hukum 

untuk membuat peraturan perundang-undangan yang implementatif sesuai kebutuhan dan 

harapan masyarakat dan dapat diminimalisir dari gejolak ataupun tuntutan ketidak puasan 

masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang 

partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tingkat daerah. 

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi masyarakat agar 

masyarakat terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah serta 

untuk mengetahui apakah partisipasi masyarakat bisa mempengaruhi produk peraturan daerah 

yang akan dibuat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis penelitian 

hukum normatif (normative law research). Teknik pengumpulan bahan hukum ini adalah 

dengan cara study kepustakaan dengan menyusun bahan-bahan yang dikumpulkan meliputi 

peraturan-peraturan tentang partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah serta 

buku-buku dan yurisprudensi mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan 

Daerah.  

Hasil dari penelitian ini, agar masyarakat terlibat dalam pembuatan peraturan 

perundang-undangan tingkat daerah melalui konsultasi publik, dan penyampaian aspirasi 

masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan 

tingkat daerah yang akan dibuat sangat berpengaruh dalam menghasilkan keputusan dan 

kepentingan masyarakat, dan masyarakat juga ikut serta bertanggungjawab apabila terjadi 

kesalahan atau penyimpangan dalam pembangunan. 
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